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 Konsep pemberdayaan dikembangkan pertama kali pada tahun 1970-an 

yang bergulir dan mengalami berbagai penyesuaian. Konsep ini berasal

dari pemikiran masyarakat Barat yang lahir karena adanya ketimpangan

kekuasaan, dimana sebagian manusia sangat berkuasa terhadap

sebagian lainnya.(homo homini lupus)

 Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-

establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi

pembebasan dan civil society. Konsep pemberdayaan juga dapat

dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran yang muncul pada paruh

abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan

penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, 

anti-struktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia

kekuasaan (Widayanti, 2012).



Lanjutan…
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 Sementara terminologi pemberdayaan masyarakat (people 

empowerment) mulai dipopulerlan di Indonesia sejak tahun 1980-an. 

Pada mulanya lebih dikenal dengan program-program pemberdayaan

yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau

lembaga non pemerintah (NGO), namun kini telah menjadi satu

konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat

kemiskinan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah. 

 Hampir semua departemen/lembaga pemerintah non departemen

memiliki program perberdayaan masyarakat atau konsen dengan ‘isu’ 

memberdayakan masyarakat yang dicantumkan dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kerja. Hal seperti ini juga berlaku di tingkat

daerah provinsi dan kabupaten/kota. 



Pemberdayaan Sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat
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Pengertian Partisipasi

 Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi

adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat

dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan

pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

 Sedangkan di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi

merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk

mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau

profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan tersebut, dilakukan

sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang 

bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983).



Lanjutan…
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Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, 

partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan

komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, 

tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan

komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki

oleh yang bersangkutan mengenai:

a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;

b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau

masyarakatnya sendiri;

c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat

dilakukan;

d) Adanya kepercayaan diri, bahwa is dapat memberikan

sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. 



Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
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Telaahan tentang pengertian “partisipasi” yang dikemukakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peranserta, pada dasarnya

merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan

sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari

luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, 

yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta

pemanfaatan hasilhasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav

(UNAPDI, 1980) mengemukakan tentang adanya empat macam

kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan

pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi

dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.



a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
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Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat

(termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi

anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, 

yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan

kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. 

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu

ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan 

masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses 

pengambilan keputusan tentang programprogram pembangunan 

di wilayah setempat atau di tingkat lokal.



b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan

sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) 

untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan

pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya

terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak

memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut

sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan

sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang-tunai, dan

atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat

yang akan diterima oleh masingmasing warga masyarakat yang 

bersangkutan



c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
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Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek

pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat

dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk

memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala

yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang 

bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan

kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan. 



d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
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 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang

mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada

umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya

pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat

dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Padahal, seringkali masyarakat

sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program 

pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang 

dilaksanakan menjadi sia-sia. 

 Tentang hal ini dapat dikemukakan banyak contoh, seperti: tidak

dimanfaatkannya MCK umum, tempat sampah, tempat pemberhentian

bus (bus shelter), SD Inpres, Puskesmas, dan lain-lain oleh masyarakat

seperti sebagaimana mestinya.



Bentuk-bentuk Partisipasi
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Dusseldorp, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk

kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat

dapat berupa: 

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;

2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; 

3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk

menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;

4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat; 

5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; 

6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan

masyarakatnya. 



Tingkatan Partisipasi
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Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox (1988) mengemukakan adanya 5 

(lima) tingkatan, yaitu: 

1) Memberikan informasi (information); 

2) Konsultasi (consultation): yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang 

baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide 

dan gagasan tersebut; 

3) Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti memberikan

dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang

yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

4) Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekadar ikut dalam

pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam

pelaksanaan kegiatannya; 

5) Memberikan dukungan (supporting independent community interest) di mana

kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain 

untuk mengembangkan agenda kegiatan.
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THANKS!
Any questions?


